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LAMPIRAN II
PENJELASAN TEKNIS PROGRAM

KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

(PKPT) TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN
Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peran pengawasan APIP merupakan faktor

penting dalam hal mengantisipasi / mendorong terwujudnya aparatur pemerintah

yang bersih, bebas dari KKN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur pada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Inspektorat memberikan jaminan keyakinan (quality assurance) dan

konsultasi (consulting), antara lain :

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisien dan

efektif, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD.

Dari ke tiga hal tersebut Inspektorat DIY telah melakukan pendampingan kepada

SKPD sejak dari perencanaan, pencegahan/peringatan dini sampai dengan

pemeriksaan, reviu dan evaluasi/pengukuran kinerja. Maka dalam melaksanakan

fungsi pengawasan berdasarkan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaran

Pemerintah Daerah Tahun 2020, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

Anggaran 2020 akan melakukan pengawasan intern dan pengawasan lainnya.

Pengawasan intern yaitu :

1. Pemeriksaan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang,

kepegawaian secara berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.

2. Pemeriksaan Khusus/pengembangan temuan/pemeriksaan khusus lainnya.

3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN).

4. Evaluasi LKJIP SKPD Tahun 2019.

5. Review Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

6. Review atas laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah.

7. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

Sedangkan pengawasan Lainnya:

1. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.
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2. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan pelaksanaan program

dan kegiatan (Pengukuran Kinerja Instansi) Tahun Anggaran 2020.

3. Melakukan Cash Opname dan Stock Opname pada SKPD Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

4. Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD.

5. Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan.

6. Telaah Sejawat antar Inspektorat Provinsi

7. Quality Assurance.

B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Berlakunya Undang-

Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 108);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2008 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2020;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

C. TUJUAN PENGAWASAN
Sesuai dengan Pasal 377 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah ditentukan : pengawasan atas pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan, Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah menentukan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki

terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

288/KEP/2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun

2020, dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah
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Istimewa Yogyakarta Nomor 95/KPTS/2019 tentang Tindak Lanjut Program  Kerja

Pengawasan Tahunan Tahun 2020 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan pengawasan yang akan dicapai melalui Program Kerja Pengawasan

Tahunan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan tahun

2020;

2. Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan

kegiatan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang

tumpang tindih dan bertubi-tubi;

3. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan

efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah

4. Meningkatkan akuntabilitas publik Instansi Pemerintah Daerah;

5. Memberikan peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah;

6. Menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis

dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan

fungsi instansi pemerintah.

8. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan hasil pengawasan.

D. POKOK-POKOK PERENCANAAN PENGAWASAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61

Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Tahun 2020, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah

usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi fokus dan sasaran pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

I. Fokus dan Sasaran Pengawasan Umum

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:

a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke

pemerintah pusat;

b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke

daerah kabupaten/kota;
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c) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah

kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan

d) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah

berdasarkan pembagian urusan.

2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:

a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi

kelembagaanperangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan

kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:

a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan

bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran

dalam 1 (satu) tahun;

b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan

pendidikan dan urusan kesehatan;

c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan

mutasi kepegawaian;

d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan

Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran,

satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi

administrasi kependudukan; dan

e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.

4. Keuangan daerah, dengan sasaran:

a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan

yang menjadi kewenangan daerah;

b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai

anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan

kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan

retribusi daerah;

d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;

e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah

dan bantuan sosial; dan

f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.



6

5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:

a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan

yang menjadi kewenangan daerah;

b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan

daerah; dan

c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional(one mappolicy).

6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:

a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;

b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan

terintegrasi secara elektronik (online single submission); dan

c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi

Ombudsman.

7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:

a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;

b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak

ketiga; dan

c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga

atau pemerintah daerah di luar negeri.

8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:

a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:

1) evaluasi rancangan peraturan daerah;

2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;

3) klarifikasi peraturan daerah;

4) pemberian nomor register; dan

5) pembatalan peraturan kepala daerah.

b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau

kesusilaan; dan

c) capaian program pembentukan peraturan daerah.

9. Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan sasaran:

a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif

pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala

daerah dan wakil kepala daerah; dan

b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban,

larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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II. Fokus dan Sasaran Pengawasan Teknis

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria

urusan pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan daerah

kabupaten/kota, meliputi:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:

1) penurunan stunting;

2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;

3) eliminasi tubercolosis (TBC);

4) pengendalian penyakit tidak menular; dan

5) cakupan imunisasi dasar lengkap.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan

sasaran:

1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;

2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan

integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial

untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar

udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta

kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk

kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;

3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen)

akses pelayanan dasar air minum;

4) bidang sanitasi yaitumewujudkan 100% (seratus persen) akses

pelayanan dasar sanitasi; dan

5) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup

masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:

1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;

2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;

4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;

5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;

6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;

7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;

8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam

panti;

9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat

bagi korban bencana;
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10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban

bencana; dan

11) pengelolaan data fakir miskin.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, dengan sasaran:

1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;

2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;

3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan

pembangunan; dan

4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran

pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

dengan sasaran:

1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro

kecil dan menengah;

3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan

menengah;

4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

5) peningkatan kelembagaan koperasi;

6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

7) pengawasan koperasi; dan

8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah

keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan,dengan sasaran:

1) Pendidikan Menengah

a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16

tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar

pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;

b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan

dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah

menengah kejuruan; dan

c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah

menengah kejuruan.
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2) Pendidikan Khusus.

a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun

sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar

pendidikan khusus;

b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan pada pendidikan khusus.

h. Urusan PemerintahanBidang Kebudayaan dengan sasaran:

1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;

2) revitalisasi museum; dan

3) fasilitasi komunitas budaya.

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan

akreditasi dan pengawasan kearsipan.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:

1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;

2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan

prasarana pertanian; dan

3) optimalisasi lahan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:

1) pembangunan sentra industri kecil menengah;

2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan

3) pertumbuhan wira usaha baru.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:

1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;

2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat;

3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat;

4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;

5) penegakan Peraturan Daerah;

6) rencana penanggulangan bencana;

7) mitigasi/pencegahan bencana;

8) pemetaan rawan kebakaran;

9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam

daerah kabupaten/kota; dan

10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil,dengan sasaran:

1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
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2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);

3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk

Elektronik;

4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan

selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.

6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;

7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota;

8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;

9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di

semua kabupaten/kota;

10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk

memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan

pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta

penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database

kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh

Kementerian/Lembaga;

12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk

mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala

Daerah serentak; dan

13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

dengan sasaran:

1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan,

dan pembangunan keluarga;

2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana

perdagangan orang;

3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;

4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan

eksploitasi; dan

5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan

pornografi.
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III. Fokus dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

a. Pemeriksaan pengelolaan  keuangan dengan sasaran:

1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;

2) pajak dan retribusi daerah;

3) hibah dan bantuan sosial;

4) belanja barang dan jasa;

5) belanja modal; dan

6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.

b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan

kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka

pelaksanaan urusan.

c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi

perangkat daerah.

d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak

ketiga.

IV. Kinerja Rutin Pengawasan

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota,

meliputi:

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;

2. reviu rencana kerja pemerintah daerah;

3. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;

4. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;

5. reviu laporan kinerja;

6. reviu penyerapan anggaran;

7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;

8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:

a. pemeriksaan investigatif;

b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan

c. penghitungan kerugian keuangan negara.

9. pemeriksaan serentak kas opname;

10. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;

11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
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V. Pengawasan Prioritas Nasional

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam

penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;

2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;

3. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah

dan pembangunan daerah;

4. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive

gender);

5. dana desa:

a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan

b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa;

6. bantuan operasional sekolah:

a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi bantuan operasional

sekolah; dan

b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional

sekolah.

VI. Pengawalan Reformasi Birokrasi

Pengawalan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan kabupaten/kota,

meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan

pengawasan, meliputi:

a. sistem pengendalian intern pemerintah;

b. kapabilitas APIP;

c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta

kekayaan aparatur sipil negara;

d. penilaian internal zona integritas;

e. penanganan benturan kepentingan;

f. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan

g. penanganan pengaduan masyarakat.

3. evaluasi pelayanan publik.

VII. Penegakan Integritas

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota, meliputi:

1. survey penilaian integritas;

2. penanganan laporan gratifikasi;
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3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan

4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. Peningkatan Kapasitas APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;

2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;

3. penerapan sistem manajemen resiko;

4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan

5. sertifikasi profesi.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020 Inspektorat Daerah Istimewa

Yogyakarta disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah,  Peraturan Pemerintah Nomor 8   Tahun 2006 tentang Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2020, telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 288/KEP/2019 tentang Penetapan Program

Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020, dan telah ditindak lanjuti dengan Surat

Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95KPTS/2019 tentang

Tindak Lanjut Program  Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020 Inspektorat

Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

melakukan :

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan

keuangan, meliputi :

a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;

c. Reviu Laporan Keuangan;

d. Reviu Dokumen Perencanaan;

e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;

g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementrian/

Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementrian,

Inspektorat Provinsi;
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i. Pemeriksaan Dana Keistimewaan;

j. Pendampingan, asistensi dan fasilitas; dan

k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur.

2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance,

clean government dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi,

meliputi :

a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :

- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

- Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);

- Pembangunan Zona Integritas;

- Pengendalian Gratifikasi;

- Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

- Penanganan Pengaduan masyarakat;

- Penguatan Whistle Blowing System;

- Penanganan Benturan Kepentingan; dan

- Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi serta Peraturan Perundang-Undangan

tindak lanjutnya; dan

c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :

a. Koordinasi program pengawasan;

b. Sapu Bersih Pungutan Liar; dan

c. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang

dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten / Kota.

4. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten/Kota, meliputi :

a. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan

penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

b. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada :

1) Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban dana Desa;

2) Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
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3) Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data

kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan

profil kependudukan Kabupaten/Kota;

4) Pemetaan dan penanggulangan bencana kabupaten/Kota dan

pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan

5) Penyelesaian batas daerah.

E. BENTUK DAN HASIL PENGAWASAN
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020

dengan mempertimbangkan jumlah Auditor, P2UPD, jumlah anggaran dan skala

prioritas serta isu strategis yang mampu meningkatkan efektivitas sistem

pengendalian manajemen SKPD maka Inspektorat Daerah istimewa Yogyakarta

melakukan :

1. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.

Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh)

meliputi tugas pokok dan fungsi ditinjau dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek

keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode

kerja/pengendalian intern.

Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan

kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri dan

Instansi terkait.

2. Pemeriksaan khusus/pengembangan temuan/pemeriksaan khusus lainnya.

Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/

penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk

meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang

berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa,

dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan.

Selain tersebut diatas dalam pemeriksaan khusus yang merupakan kegiatan

mandatory APIP antara lain reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), reviu dana

desa, reviu dokumen perencanaan, probity audit.

3. Kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari

masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah

(Presiden atau Gubernur) dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

mendapat perintah untuk mengadakan pemeriksaan dan pengusutan.
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4. Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang dilaksanakan

setiap tahun atas LKJiP yang telah disusun oleh SKPD dengan tujuan untuk

menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKJiP serta menilai

penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LKJiP yang berisi  rekomendasi.

LHE LKJiP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri

Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri.

5. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil Diagnostic

Assesment oleh masing-masing SKPD sebagai bentuk implementasi Sistem

Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada SKPD dan

implementasinya.

6. Review atas laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah.

Melaksanakan review atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas

Laporan keuangan SKPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan review keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan

keyakinan keandalan informasi/laporan keuangan yang memadahi atas

laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur

kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

7. Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten/Kota

Merupakan penilaian atas LKj Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam

rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Melakukan EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik

Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota se

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :

1. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.

Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen Surat Pertanggung Jawaban

(SPJ) tiap bulan dari SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan
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catatan pemeriksaan awal sebelum melakukan pemeriksaan di obyek

pemeriksaan.

2. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan

program dan kegiatan.

3. Melakukan Cash Opname dan Stock Opname.

Melakukan Cash Opname dan Stock Opname pada akhir Tahun Anggaran

2020 secara serentak pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan

persediaan barang dengan tujuan untuk  percepatan penyusunan Laporan

Keuangan pada neraca komponen aset lancar SKPD. Hasilnya adalah

memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan pada akhir

tahun anggaran.

4. Pendampingan SKPD

Pendampingan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan

fungsi SKPD yang memadahi atas ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan dan pencegahan tindakan penyimpangan tugas dan fungsi di

SKPD. Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/ saran atas kelemahan

terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

5. Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan penyusunan

Laporan Keuangan SKPD dalam kesesuaiannya dengan SAP dan Peraturan

Gubernur DIY Nomor 112 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah sehingga memudahkan dalam proses rekonsiliasi

dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

6. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD.

Pendampingan ini dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian, monitoring

dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan dana keistimewaan dengan

menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan

keistimewaan.

F. KEGIATAN INSPEKTORAT LAINNYA
Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pembantu Gubernur yang

melaksanakan tugas di bidang pengawasan, juga mempunyai kegiatan sebagai

berikut :

1. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
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2. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi

tindak lanjut hasil pengawasan APIP, Inspektorat Jenderal  Kementerian

Dalam Negeri RI dan BPK RI.

3. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat

Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan

APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK RI.

4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat

Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional

(RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam

Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.

5. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk

memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil

pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat

Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri

oleh  semua Kepala SKPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/

Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara itu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan

temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar

Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.

6. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

7. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan

dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

8. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.

G. OBYEK PEMERIKSAAN
Inspektorat DIY pada tahun 2020 melakukan pemeriksaan terhadap SKPD DIY,

UPTD/UPTLTD DIY, SKPD Kabupaten Kota se DIY. Adapun secara rinci obyek

pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 37 sebagai berikut :

a. Biro Tata Pemerintahan

b. Biro Hukum

c. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

d. Biro Bina Mental Spiritual

e. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
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f. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan dan Pembiayaan

Pembangunan

g. Biro Organisasi

h. Biro Umum, Humas dan Protokol

i. Sekretariat DPRD

j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

k. Badan Kepegawaian Daerah

l. Badan Pengelola Keuangan dan Aset

m. Badan Pendidikan dan Pelatihan

n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

p. Satuan Polisi Pamong Praja

q. Badan Penghubung Daerah

r. Inspektorat

s. Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan)

t. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata

Sasana)

u. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

v. Dinas Kesehatan

w. Dinas Sosial

x. Dinas Perhubungan

y. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

z. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

å. Dinas Pariwisata

ä. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

ö. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan|

aa. Dinas Kelautan dan Perikanan

bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

cc. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dd. Dinas Komunikasi dan Informatika

ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

ff. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk

2. UPTD/UPTLD dilingkungan Pemerintah DIY, terdiri dari 38 UPTD yaitu :

a. UPTD- BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Statistik Daerah
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b. UPTD Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber

Daya Mineral Wilayah Kulon Progo dan Bantul

2) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber

Daya Mineral Wilayah Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul

3) Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan  Air Minum Perkotaan

4) Balai Pengembangan Jasa Konstruksi

c. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, yaitu:

1) Pelabuhan Perikanan Pantai

2) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

d. UPTD Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura

2) Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik

Kehewanan

e. UPTD Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Museum Negeri Sonobudoyo

2) Taman Budaya

f. UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa

Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta

g. UPTD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pelatihan Kesehatan

2) Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

h. Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna

i. UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

2) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

3) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

4) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

5) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

6) Balai Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Sosial

7) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha

j. UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa

Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul

2) Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta

3) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo

4) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul
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5) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman

6) Balai Latihan Pendidikan Teknik

7) Balai Pemuda dan Olah Raga

8) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan

k. UPTD BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) KPPD di Kota Yogyakarta

2) KPPD di Kabupaten Gunugkidul

3) KPPD di Kabupaten Kulon Progo

4) KPPD di Kabupaten Sleman

5) KPPD di Kabupaten Bantul

l. UPTD Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran

m. UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa

Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas

2) Balai  Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. Pemerintah Kabupaten Bantul, terdiri 3 obyek pemeriksaan yaitu :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

4. Pemerintah Kota Yogyakarta, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :

a. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

5. Pemerintah Kabupaten Sleman, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

6. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

7. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
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8.  SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

terdiri dari 32 SMA/SMK, yaitu:

a. SMAN 1 Sleman

b. SMAN 2 Sleman

c. SMAN 1 Minggir

d. SMAN 1 Tempel

e. SMKN 1 Yogyakarta

f. SMAN 6 Ygyakarta

g. SMAN 9 Yogyakarta

h. SMAN 10 Yogyakarta

i. SMAN 1 Banguntapan, Bantul

j. SMAN 2 Banguntapan, Bantul

k. SMAN 1 Dlingo, Bantul

l. SMAN 1 Jetis, Bantul

m. SMKN 2 Sewon, Bantul

n. SMAN 1 Kasihan, Bantul

o. SMAN 1 Pajangan, Bantul

p. SMAN 1 Sewon, Bantul

q. SMKN 2 Kasihan, Bantul

r. SMKN 3 Kasihan, Bantul

s. SMKN 1 Pajangan, Bantul

t. SMKN 1 Pandak, Bantul

u. SMAN 1 Bambanglipuro, Bantul

v. SMAN 1 Bantul, Bantul

w. SMAN 2 Bantul, Bantul

x. SMAN 3 Bantul, Bantul

y. SMKN 1 Depok, Sleman

z. SMKN 2 Depok, Sleman

aa. SMKN 2 Godean, Sleman

bb. SMKN 1 Seyegan, Sleman

cc. SMAN 1 Depok, Sleman

dd. SMAN 1 Gamping, Sleman

ee. SMAN 1 Godean, Sleman

ff. SMAN 4 Yogyakarta

H. PENUTUP
Demikian tindak lanjut terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 288/KEP/2019 tentang Penetapan Program Kerja

Pengawasan Tahunan Tahun 2020 dan uraian umum penjelasan terhadap















 

 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 61 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERENCANAAN PENGAWASAN  

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan umum dan 

pengawasan teknis Tahun 2020, perlu disusun 

perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Menteri Dalam 

Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

tahunan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 



- 2 - 
 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

  4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

  

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 

usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk 

menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan 

secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, 
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unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, 

inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah 

kabupaten/kota. 

4. Menteri adalah menteri yang  menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam  negeri. 

5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan  pemerintahan dalam  negeri. 

 

Pasal 2  

(1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2020 meliputi: 

a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; 

b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; dan  

c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.  

(2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema 

APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah. 

 

Pasal 3  

(1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk: 

a. fokus dan sasaran pengawasan umum; 

b. fokus dan sasaran pengawasan teknis; 

c. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah 

terhadap perangkat daerah; 

d. kinerja rutin pengawasan; 

e. pengawasan prioritas nasional; 

f. pengawalan reformasi birokrasi; 

g. penegakan integritas;  

h. peningkatan kapasitas APIP; dan 

i. jadwal pelaksanaan. 

(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
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Pasal 4  

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5  

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 

bersumber pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 6  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 September 2019 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

    ttd 

 

TJAHJO KUMOLO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

               

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR  
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 61 TAHUN 2019 

TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020 

 

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020 

 

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM 

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada: 

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran: 

a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi 

ke pemerintah pusat; 

b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi 

ke daerah kabupaten/kota; 

c) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah 

kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan 

d) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan 

daerah berdasarkan pembagian urusan. 

2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran: 

a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan 

perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan 

b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, 

penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa 

lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. 

3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran: 

a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi 

berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua 

puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun; 

b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan 

pendidikan dan urusan kesehatan; 

c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan   

mutasi kepegawaian; 

d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional 

binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam 
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kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem 

informasi administrasi kependudukan; dan 

e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri 

sipil. 

4. Keuangan daerah, dengan sasaran: 

a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan 

urusan yang menjadi kewenangan daerah; 

b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai 

anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan 

peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak 

dan retribusi daerah;  

d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah; 

e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan 

hibah dan bantuan sosial; dan 

f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset. 

5. Pembangunan daerah, dengan sasaran: 

a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan 

urusan yang menjadi kewenangan daerah; 

b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan 

daerah; dan 

c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (one map policy). 

6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran: 

a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan; 

b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai 

perizinan terintegrasi secara elektronik (online single 

submission); dan 

c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi 

Ombudsman. 

7. Kerja sama daerah, dengan sasaran: 

a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah 

lain; 

b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan 

pihak ketiga; dan 

c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan 

lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. 
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8. Kebijakan daerah, dengan sasaran: 

a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi: 

1) evaluasi rancangan peraturan daerah; 

2) fasilitasi rancangan peraturan daerah; 

3) klarifikasi peraturan daerah; 

4) pemberian nomor register; dan  

5) pembatalan peraturan kepala daerah. 

b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum 

dan/atau kesusilaan; dan 

c) capaian program pembentukan peraturan daerah. 

9. Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan 

sasaran: 

a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif 

pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta 

kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan 

b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, 

larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan 

dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS 

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur 

dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan 

daerah kabupaten/kota, meliputi: 

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran: 

1) penurunan stunting; 

2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus; 

3) eliminasi tubercolosis (TBC); 

4) pengendalian penyakit tidak menular; dan 

5) cakupan imunisasi dasar lengkap. 

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 

dengan sasaran: 

1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan; 

2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka 

mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke 
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daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan 

dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, 

terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan 

terluar, transmigrasi, dan pariwisata  untuk kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional dan daerah; 

3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus 

persen) akses pelayanan dasar air minum; 

4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses 

pelayanan dasar sanitasi; dan 

5) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat berpenghasilan rendah. 

c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran: 

1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam 

panti; 

2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; 

3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; 

4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti; 

5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti; 

6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti; 

7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti; 

8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di 

dalam panti; 

9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 

darurat bagi korban bencana;  

10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban 

bencana; dan 

11) pengelolaan data fakir miskin.  

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, dengan sasaran: 

1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan; 

2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja; 

3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam 

perencanaan pembangunan; dan 

4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana. 

e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran 

pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik. 
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f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, dengan sasaran:  

1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan 

menengah; 

2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro 

kecil dan menengah; 

3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan 

menengah; 

4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 

5) peningkatan kelembagaan koperasi; 

6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan 

menengah; 

7) pengawasan koperasi; dan 

8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan 

wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

daerah provinsi. 

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran: 

1) Pendidikan Menengah 

a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 

16 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan 

pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/sekolah 

menengah kejuruan; 

b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa 

perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah 

menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan 

c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah 

menengah kejuruan. 

2) Pendidikan Khusus. 

a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 

tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan 

dasar pendidikan khusus; 

b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan pada pendidikan khusus. 

h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran: 

1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya; 

2) revitalisasi museum; dan 
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3) fasilitasi komunitas budaya. 

  

i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan 

akreditasi dan pengawasan kearsipan. 

j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran: 

1) stabilisasi pasokan harga dan pasar; 

2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan 

prasarana pertanian; dan 

3) optimalisasi lahan. 

k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran: 

1) pembangunan sentra industri kecil menengah; 

2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan 

3) pertumbuhan wira usaha baru. 

l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran: 

1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; 

2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat; 

3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat; 

4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;  

5) penegakan Peraturan Daerah; 

6) rencana penanggulangan bencana; 

7) mitigasi/pencegahan bencana; 

8) pemetaan rawan kebakaran; 

9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran 

dalam daerah kabupaten/kota; dan 

10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 

m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, dengan sasaran: 

1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional; 

2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK); 

3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik; 

4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen 

kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 

5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional. 
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6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil; 

7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah 

kabupaten/kota;  

8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional; 

9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 

di semua kabupaten/kota; 

10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk 

memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, 

perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan 

demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;  

11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), 

database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

oleh Kementerian/Lembaga;  

12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk 

mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala 

Daerah serentak; dan  

13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan. 

n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

dengan sasaran: 

1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, 

kesehatan, dan pembangunan keluarga; 

2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana 

perdagangan orang; 

3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan 

khusus; 

4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan 

eksploitasi; dan 

5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi 

darurat dan pornografi. 

 

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP 

PERANGKAT DAERAH 

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada: 

a. Pemeriksaan pengelolaan  keuangan dengan sasaran:  
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1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah; 

2) pajak dan retribusi daerah; 

3) hibah dan bantuan sosial; 

4) belanja barang dan jasa; 

5) belanja modal; dan 

6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.  

b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi 

pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka  pelaksanaan urusan. 

c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi perangkat daerah. 

d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai 

pihak ketiga. 

 

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN 

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan 

kabupaten/kota, meliputi: 

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah; 

2. reviu rencana kerja pemerintah daerah; 

3. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah; 

4. reviu laporan keuangan pemerintah daerah; 

5. reviu laporan kinerja; 

6. reviu penyerapan anggaran;  

7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah; 

8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:  

a. pemeriksaan investigatif; 

b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; 

dan 

c. penghitungan kerugian keuangan negara. 

9. pemeriksaan serentak kas opname; 

10. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak; 

11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 

12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 

13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. 
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V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL 

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi: 

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum 

dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi 

korupsi; 

2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; 

3. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah 

dan pembangunan daerah; 

4. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender 

(responsive gender); 

5. dana desa:  

a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan 

b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa; 

6. bantuan operasional sekolah:  

a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi bantuan 

operasional sekolah; dan 

b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan 

operasional sekolah. 

 

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI 

Pengawalan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan 

kabupaten/kota, meliputi: 

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; 

2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan 

pengawasan, meliputi: 

a. sistem pengendalian intern pemerintah; 

b. kapabilitas APIP;  

c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan 

harta kekayaan aparatur sipil negara;  

d. penilaian internal zona integritas;  

e. penanganan benturan kepentingan; 

f. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan 

g. penanganan pengaduan masyarakat. 

3. evaluasi pelayanan publik. 
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VII. PENEGAKAN INTEGRITAS 

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota, meliputi: 

1. survey penilaian integritas; 

2. penanganan laporan gratifikasi; 

3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan 

4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi. 

 

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP 

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus: 

1. pemeriksaan investigatif; 

2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;  

3. penerapan sistem manajemen resiko;  

4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan 

5. sertifikasi profesi.  
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